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MOTTO 
 
 ِلاَوَْمأ ْنِم اًقِيرَف اوُلُكْأَِتل ِما َّكُْلْا َلَِإ َاِبِ اوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلََو ِْْ ِِْْاب ِ اَّنلا 
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو 
 
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui.” ( Q.S Al-Baqarah 2:188 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض D{ad D{ De (dengan titik di bawah) 
ط T{a T{ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
 
ء Hamzah ...‟… Apostrop 
ٌ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fath}ah a A 
x 
 
  َ  ‎ Kasra}h i I 
  َ  ‎ D}ammah u U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1.   ة ت  ك Kataba 
2.   س ك ذ Żukira 
3.   ة هْر ي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
  ي... أ Fath}ah dan ya Ai a dan i 
  و... أ Fath{ah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   فْي  ك Kaifa 
2.   لْى  ح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
xi 
 
ٌ... ا 
Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
  ٌ ... ا Kasra}h dan ya ī i dan garis di atas 
  و... ا 
D}ammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   لا ق Qāla 
 
2.   مْي ق Qīla 
3.   لْى ق ي Yaqūlu 
4. ً م  ز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   ة  ضْو  ز ْلا فْط ْلْا  Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2.   ة  حْه ط Ṭalhah 
 
 
xii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
  Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ا ىَّت  ز Rabbana 
2.   ل َّص و Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   م  ج َّسن ا Ar-rajulu 
2.   ل لا  جْن ا Al-Jalālu 
 
 
xiii 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   م  ك أ Akala 
2.   نْو ر  ْخأ ت Taꞌkhużuna 
3.   ؤ ىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
   لْى س  ز  لَ إٌد َّم  ح  ما  م  و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
   ب  ز  َّ  لَلّ دْم  حْن ا  هْي  م نا  عنْا  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
xiv 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
   هْي ق  شا  سْن ا  سْي  خ  ى ه ن  الله َّن إ  و 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
   نا  صْي  مْن ا  و  مْي  كْن ا اْى فْو أ ف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 Tesya Ayu Fatmawati, NIM 152111177 : “TINJAUAN FIQIH 
MUAMALAH  TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENJUALAN CILOK 
“KOMUNITAS BERBAGI” (Studi Kasus Pada Distributor Cilok 
“Komunitas Berbagi”  di Jaten Karanganyar)”. 
 Penelitian ini membahas mengenai praktik sistem bagi  hasil  dari  
kerjasama antara pemilik dan juga para penjual cilok “komunitas berbagi” yang 
berada di Desa Jetis Kulon Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.  Apakah  
sudah sesuai dengan tinjuan Fiqih Muamalah atau belum.  
 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bagaimana   penerapan sistem 
bagi hasil  kerjasama  antara  pemilik dan penjual cilok “komunitas berbagi”.  Dan 
untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan  
ketentuan Fiqih Muamalah. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Data penelitian 
dikumpulkan melalui sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan 
pemilik dan juga penjual cilok “komunitas berbagi”. Serta dokumentasi dengan 
pengumpulan data yang ada kaitanya dengan objek penelitian. Selanjutnya 
dianalaisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan 
terlebih dahulu landasan teori tentang akad mudharabah untuk menganalisis fakta 
empiris tentang sistem bagi hasil penjualan cilok “komunitas berbagi” yang 
berada di Jaten Karanganyar. 
 Dari hasil penelitian dan anlisa menunjukan bahwa menurut tinjuan Fiqih 
Muamalah,sistem bagi hasil pada penjualan cilok “komunitas berbagi” tidak 
diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur ketidak adilan dalam 
pembagian keuntungan dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah 
nya akad mudharabah yaitu adanya penentuan hasil pada awal akad kepada 
pemilik cilok. Sementara itu, rukun akad mudharabah sendiri juga mensyaratkan 
bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, 
tidak termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase 
dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Sistem perhitungan bagi hasil 
harus berdasarkan keuntungan yang didapat. 
Kata Kunci : akad, mudharabah, bagi hasil 
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ABSTRACT 
Tesya Ayu Fatmawati, NIM 152111177: "FIQIH MUAMALAH REVIEW 
OF THE SYSTEM FOR RESULTS OF CILOK SALES" SHARE COMMUNITY 
"(Case Study of Cilok Distributors" Community Sharing "in Jaten Karanganyar)". 
This study discusses the practice of profit sharing system from the collaboration 
between the owners and also the "community sharing" cilok sellers in Jetis Kulon 
Village, Jaten District, Karanganyar Regency. Is it in accordance with the 
muamalah fiqih review or not. 
This study aims to find out how the implementation of the sharing system of 
cooperation between owners and sellers of cilok "sharing community". And to 
find out whether the practice of profit sharing that is applied is in accordance with 
the provisions of muamalah fiqh. 
This research is a type of field research. The research data was collected 
through primary data sources, namely direct interviews with owners and also cilok 
sellers "sharing communities". As well as documentation by collecting data that is 
related to the research object. Furthermore, it is analyzed with descriptive 
techniques with a deductive mindset, which first explains the theoretical basis of 
the mudharabah agreement to analyze empirical facts about the profit sharing 
system of the “community sharing” cilok in Jaten Karanganyar. 
From the results of research and analysis shows that according to muamalah 
fiqh review, the profit sharing system in the sale of cilok "community sharing" is 
not permissible in Islam because it contains an element of injustice in profit 
sharing and the contract becomes a fasid because it violates the legal requirements 
of the mudharabah contract, namely the determination of results in the beginning 
of the contract to the cilok owner. Meanwhile, the mudharabah agreement also 
requires that the proportion or percentage of revenue sharing be calculated only 
from profits, not including capital. Profits must not be calculated based on a 
percentage of the amount of capital given shahibul mall. The profit sharing 
calculation system must be based on the benefits obtained. 
Keywords: contract, mudharabah, profit sharing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 
dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia 
memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam 
bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang muamalah Islam telah 
memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. 
Dalam kebutuhan manusia akan kerjasama antara satu pihak dengan 
pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup 
tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian 
manusia ada yang memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha 
produktif, ada juga yang memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha 
produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu 
dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang 
membutuhkan. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak 
memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan inilah sangat 
diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang tidak 
mampu atau kekurangan modal. 
Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran yang universal dan 
komprehensif yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Agama Islam tidak 
hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, dan 
2 
 
akhlak, melainkan juga mencakup segi-segi kehidupan dalam 
bermuamalah.Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan 
syariat melalui usaha yang riil. Pertumbuhan usaha yang riil akan 
memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh 
beberapa pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pembagian hasil usaha dapat 
diaplikasikan dengan model bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bagi 
hasil akan berubah mengikuti hasil usaha yang didapatkan.
1
 
Dalam membentuk suatu usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem 
kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua 
pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad dua mitra-janji bukan 
antara dua lawan-janji. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah 
terjadinya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidak berdayaan 
secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya 
penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.
2
 
Salah satu contoh dalam usaha perkongongsian yang banyak terjadi 
dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang 
sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan 
penerima modal. Di dalam masalah bagi hasil islam memberi ketentuan hanya 
secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan 
apa saja secara barsama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pandapat 
dan perselisian tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila 
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perkara-perkara yang malibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan 
dalam bentuk kontrak atau perjanjian. 
Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. 
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 
pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah 
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena 
kecurangan atau kelalaian si pengelola.
3
 
Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah 
berdasarkan Al-Qur‟an. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam 
Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 2: 
 
 َلََو ٌَ ْدَهْلا َلََو َماَسَحْلا َسْهَّشلا َلََو ِ َّاللَّ َسِئاَعَش اىُّلُِحت َلَ اُىٌَهآ َييِرَّلا اَهَُّيأ اَي
 ِِّهبَز ْيِه الَْضَف َىُىَغتْبَي َماَسَحْلا َتَْيبْلا َيي ِّهآ َلََو َدِئَلََقْلا ُْنتْلَلَح َاذِإَو ۚ ااًاَىْضِزَو ْن
 ۘ اُوَدتَْعت َْىأ ِماَسَحْلا ِدِجْسَوْلا ِيَع ْنُكوُّدَص َْىأ ٍمَْىق ُىآٌََش ْنُكٌََّهِسْجَي َلََو ۚ اُوداَطْصاَف
ُىقَّتاَو  ِۚىاَوُْدعْلاَو ِنْث ِْلْا ًَلَع اُىًَواََعت َلََو ۖ ٰيَىْقَّتلاَو ِِّسبْلا ًَلَع اُىًَواََعتَو َّىِإ  َۖ َّاللَّ ا
 ِباَقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ 
 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beri man, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
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dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya”.4 
 
Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan 
mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan 
karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari‟ah dan segi lainnya. Cara 
penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam 
pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara 
kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah 
pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan 
besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 
pihak yang berkontrak.
5
 
Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di 
dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian 
atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang 
menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima 
modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian 
atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan 
usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalah 
gunakan modal yang dipercayakan kepadanya. 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan 
terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai 
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modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara 
mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena 
kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang 
wajar disebut ujratul-mitsil.
6
 
Salah satu bentuk bagi hasil (mudharabah) di Jawa Tengah daerah 
Soloraya yaitu antara pengusaha dan para penjual cilok. Cilok merupakan 
makanan khas Bandung yang sangat digemari di daerah Jawa ini khususnya 
di wilayah Soloraya banyak sekali distributor/pengusaha cilok yang 
menyediakan modal berupa gerobak dan juga ciloknya untuk dijajakan para 
penjual sebagai karyawan di pengusaha cilok tersebut. Di sekitaran wilayah 
Soloraya ini banyak sekali merek cilok, diantaranya cilok “Happy” yang 
berada di daerah Makamhaji Surakarta yang melakukan pembagian hasil 
berdasarkan keuntungan yang di dapatkan dengan persentase 50% untuk 
shahibul maldan 50% untuk mudharib. Cilok “Pariangan” di daerah 
Kartasura Sukoharjo yang melakukan kerjasama berdasarkan konsep Ijarah. 
Cilok “Si dul” daerah Pabelan Sukoharjo, serta cilok “Komunitas berbagi” 
dari daerah Jaten  Karanganyar.  Diantara banyaknya merek cilok tersebut 
tentu juga berbeda para pengusaha dan juga sistem bagi hasilnya dengan para 
penjual cilok yang bekerja di para distributor/ pengusaha cilok tersebut. 
Salah satu pengusaha/distributor yang menerapkan sistem bagi hasil 
yaitu cilok “komunitas berbagi” yang berada di daerah Jaten karanganyar. 
Pembagian keuntungan kerjasama antara pengusaha dan penjual cilok 
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tersebut didasarkan pada kebijakan pengusaha cilok sebagai pengusaha yang 
memiliki modal atau fasilitas usaha. Dan perjanjian kerjasama antara 
pengusaha dan penjual cilok didasarkan atas suka  sama suka.
7
 
Sistem bagi hasil yang diterapkan di cilok “Komunitas Berbagi” yaitu 
modal awal seluruhnyaa dari pengusaha/distributor cilok. Sedangkan para 
penjual awalnya hanya bermodalkan tenaga kerja saja. Tetapi untuk 
selanjutnya yang berkenaan dengan isi ulang gas, kecap dan saus jika 
kehabisan pada saat berjualan dijalan menjajakan ciloknya para penjual 
sendirilah yang harus mengisinya. Dan pembagian hasilnya yaitu dengan 
sistem persentase 60% untuk pengusaha/distributor dan 40% untuk penjual. 
Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan tetapi sesuai 
banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal. Apabila penjual cilok 
mengambil sebanyak 200 cilok seharga 100 ribu maka pada sore harinya 
penjual harus memberikan uang setoran kepada pengusaha/distributor sebesar 
60 ribu. Dalam hal ini, pengusaha/distributor tidak mau tahu cilok tersebut 
laku semuanya atau tidak tetapi mewajibkan penjual cilok untuk setor uang 
hasil pengambilan cilok bukan uang hasil penjualanya sesuai persentase 
diawal yaitu sebesar 60%.
8
 
Sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang dapat 
mengganggu terpenuhinya hak dan kehidupan masing-masing. Terlebih di 
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pihak penjual cilok yang harus menanggung beban jika cilok tidak laku 
semua tetapi harus tetap setor sesuai persentase pengambilan cilok di awal. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik akan melakukan 
penelitian dengan judul TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP 
SISTEM BAGI HASIL PENJUALAN CILOK “KOMUNITAS 
BERBAGI” (Studi Kasus Pada Distributor Cilok “Komunitas Berbagi” 
Di Jaten Karanganyar). 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 
dirumuskan masalah sebgai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil penjualan cilok “Komunitas 
Berbagi” di Jaten Karanganyar? 
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi 
hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganyar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil penjualan cilok 
“Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan sistem 
bagi hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat 
mengembangkan ilmu serta melatih berfikir kreatif, inovatif, dan jeli 
dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama 
mengikuti perkuliahan di IAIN Surakarta. 
b. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis 
untuk dapat mengatahui praktek sistem bagi hasil yang sesuai dengan 
hukum Islam dengan melihat terhadap fenomena bisnis yang berjalan 
pada zaman sekarang. 
c. Pemenuhan untuk syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program 
Strata I Hukum Ekonomi Syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Distributor dan Penjual Cilok “Komunitas Berbagi” 
Penelitian ini diharapkan akan mengahasilkan suatu masukan 
yang bermanfaat serta menambah keilmuan tentang muamalah 
ekonomi Islam khususnya sistem bagi hasil yang sesuai dengan 
hukum Islam yang berhubungan dengan operasional bisnis pada 
penjualan cilok komunitas berbagi dalam hal pembagian 
keuntungan. 
b. Bagi Perguruan Tinggi 
9 
 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 
ilmiah di perpustakaan IAIN Surakarta. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan referensi 
untuk menyempurnakan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya 
yang sifatnya sejenis dan ingin melakukan penelitian mengenai 
tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Akad 
Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-„aqd yang berarti 
perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di 
artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang 
berakad
9
. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan 
hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqih, akad di definisikan 
dengan “pertalian ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang 
berpengaruh kepada objek perikatan. 
Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” 
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau 
lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. 
Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang 
lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-
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kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya 
perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada 
pihak lain (yang menyatakan qabul).
10
 
Akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara‟ yang 
menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , 
akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua 
belah pihak”.11 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad 
adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan 
kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) 
yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. 
2. Mudharabah 
Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah 
(perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang irak, 
sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan 
demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.
12
 
Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang 
dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia 
membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju 
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untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan 
perjanjian.
13
 
Disamping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang 
mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada 
orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjan keuntungannya 
dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal. 
Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan 
mudharabah yang harus diperhatikan yaitu : 
a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 
Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama 
bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai 
pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan 
pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. 
b) Objek Mudharabah (modal dan kerja) 
Objek merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang 
dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 
sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan 
kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk 
keahlian, ketrampilan, selling skill dan lain-lain. 
c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 
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Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari 
prinsip „an-araadhim minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak 
harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad 
mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk 
mengkontribusikan dana dan si pelaksana  usaha pun setuju dengan 
perannya untuk mengkontribusikan kerja. Syaratnya adalah 
melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang 
menjalankannya. 
d) Nisbah keuntungan 
Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang 
tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan 
yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. 
Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al- 
maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 
keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 
antara kedua belah pihak mngenai cara pembagian keuntungan.
14
 
3. Bagi Hasil 
Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal 
dengan profit sharing. Profit dalam kasus ekonomi diartikan pembagian 
laba. Secara defenisi profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian 
dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.
15
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Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana 
dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik 
modal (shahibul maal) dan pengolola (mudharib). Secara umum prinsip 
bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad 
utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara‟ah, dan 
musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai 
adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara‟ah dan 
al musqalah dipergunakan khusus untuk plantation financing 
(pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).
16
 
Bagi hasil terdiri dari dua kata “bagi” dan “hasil”. Secara etimologi 
bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat, dan juga berarti 
memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat 
usaha,pendapatan.
17
 Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana 
melakukanya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. 
Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 
keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak atau lebih. 
Dalam ekonomi Islam bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha 
antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan 
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. 
Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam 
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kontrak, sedangkan apabila rugi ditangung oleh pemilk modal selama 
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 
di akibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si 
pengelola harus bertangung jawab atas resiko tersebut.
18
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan 
peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan 
juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan 
belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah 
yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu 
diantaranya : 
Jurnal Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, UIN Walisongo 
Semarang,2011 dengan judul “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) 
Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”Tulisan ini khusus akan 
membahas faktor bagi hasil dengan dasar teori profit and loss sharing dalam 
kaitannya dengan permintaan tabungan di perbankan syariah. Hasil Penelitian 
ini memberikan kesimpulan bahwa penerapan instrumen bagi hasil lebih 
mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil 
melihat kemungkinan profit(untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin 
terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian profit 
                                                                
18Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), hlm.95. 
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(untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar 
operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak 
dasar operasionalisasi perbankan konvensional.
19
 
Skripsi Galih Sumantri, IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2017, yang berjudul 
“Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek Di Bandung: 
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk memahami sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan Go-Jek dalam 
pandangan hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, 
disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek 
telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang 
dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama 
musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja 
pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak 
perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.
20
 
Skripsi Ferindra Tiaranisa, UIN Raden Intan Lampung, 2018 dengan 
judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak 
Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil 
Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan 
                                                                
19
 Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto , “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss 
Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Dinamika Ekonomi 
Pembangunan, Volume 1, Nomor 1,2011,hlm.65. 
20Galih Sumantri, “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek Di 
Bandung: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh 
Nurjati,2017). 
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pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan 
perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan 
pengelola di Desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk 
memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan 
membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik 
perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil 
di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan 
yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan 
konsep mudharabah muqayyadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak 
atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang 
disepakati secara bersama namun sering kali para penggelut usaha tidak 
melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah 
seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi 
bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari 
si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.
21
 
Skripsi Irfandi, UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017 dengan 
judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry dalam Persfektif 
Syirkah Abdan( Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)”. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Syirkah Abdan terhadap 
mekanisme bagi hasil pada usaha laundry lampriet laundry di Banda Aceh. 
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Ferindra Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak 
Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa 
Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, Skripsi, (Lampung : UIN Raden 
Intan, 2018). 
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Hasil penelitian ini praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Lampriet Laundry 
sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar(penipuan), 
pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya karyawan memperoleh 
keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan 
bersih karyawan tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset kiloan kain 
perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Lampriet 
Laundry ini dikalikan dengan jumlah kiloan kain yang diterima perharinya 
dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehinga tidak 
akan terjadi suatu penipuan.
22
 
Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis yang 
diantaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian 
ini ada yang berbeda dan ada yang sama dengan penelitian yang telah 
dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut. Adapun yang membedakan 
adalah objek kajian penelitian, lokasi penelitian dan latar belakang masalah 
yang ada pada system bagi hasil cilok komunitas berbagi tersebut. Adapun 
persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Sistem bagi hasil. 
Kemudian penulis secara khusus meninjau sistem bagi hasil pada penjualan 
cilok “komunitas berbagi” antara distributor dengan penjual cilok “komunitas 
berbagi” di Jaten Karanganyar. 
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  Irfandi, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry dalam Persfektif Syirkah 
Abdan( Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN 
Ar-Raniry Darusalam,2017). 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 
karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian 
dengan subyek penelitian Distributor dan para penjual cilok “komunitas 
berbagi” di Jaten Karanganyar. Penelitan ini termasuk dalam jenis 
penelitan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat 
gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual. 
Penelitan ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada 
objek penelitan. Pada penelitan ini penulis membahas tentang analisis 
penerapan sistem bagi hasil pada penjualan cilok “komunitas berbagi” di 
Jaten Karanganyar. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
dua kategori yaitu data primer dan data sekunder : 
a. Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara 
langsung dari sumbernya.
23
 Data ini diperoleh langsung dari subyek 
penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terletak di 
Desa Jetis Kulon Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dari 
distributor/pengusaha dan para penjual cilok “komunitas berbagi” 
yang terlibat langsung dalam transaksi kerjasama tersebut. 
                                                                
23
Zainuddin Ali, Metode Penlitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,  2014) Cet 1, Hlm 53. 
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b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung 
dengan sumbernya yang asli.
24
 Pada data ini penulis berusaha 
mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan 
masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-
Qur‟an, Hadis, buku-buku, hasil penelitianyang berwujud laporan, 
dokumen-dokumen resmi atau sumber-sumber lain yang relevan 
dengan kajian penelitian ini. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian Skripsi Program Strata I (S1) Hukum Ekonomi 
Syariah bertempat di Desa Jetis Kulon Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar . Waktu Penelitian dilakukan pada bulan April sampai 
dengan Mei 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan 
dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer 
maupun data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang digunakan 
dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 
yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
responden atau beberapa orang yang bersangkutan
25
. Dalam 
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 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm.89. 
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penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 
pengusaha/distributor dan para penjual cilok “Komunitas Berbagi” di 
Jaten Karanganyar. 
b. Observasi 
Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara 
melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis 
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan ini 
dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke 
distributor/pengusaha cilok di Desa Jetis  Kulon Kec. Jaten 
Kab.Karanganyar. Hal ini dimaksud agar penulis dapat memperoleh 
data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penelitian. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu catatan tertulis yang berbagai kegiatan 
atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen
26
 mengenai 
sejarah berdirinya cilok komunitas berbagi yang merupakan acuan 
bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi 
ini penulis dapatkan keterangan dari pengusaha/distributor cilok 
komunitas berbagi itu sendiri. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis 
hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
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Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Buku Aksara, 
2007). Hlm 123. 
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peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 
bagi orang lain.
27
 
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, 
metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik 
tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang 
khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” 
di Jaten Karanganyar. Baik dari data lapangan yang kemudian 
digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum 
tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.  
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, 
maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang 
dari penelitian ini serta perumusan masalah dari penelitian ini yang 
penyusunannya disesuaikan dengan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
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Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 3,( Yogyakarta: Rake  
Sarasin,1996), Cet. ke-7, hlm. 142. 
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pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana 
penelitian. 
BAB II Landasan teori, berisi uraian teori-teori umum yang relevan 
dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan sistem bagi hasil 
pada akad mudharabah. 
BAB III Deskripsi data penelitian, pada bab ini berisikan tentang 
gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dalam penelitian 
yang akan peneliti analisis. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-
data yang berkaitan dengan bagi hasil penjualan cilok “komunits berbagi” di 
Jaten Karanganyar. 
BAB IV Analisis, Berisi Uraian tentang analisis data penelitian 
dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori 
dan tinjauan umum. Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan 
menganalisis system bagi hasil serta pengolahan data yang didapat dan 
pemecahan masalah sesuai dengan teori yang digunakan. 
BAB V Penutup, Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran yang 
telah diperoleh peneliti dari analisa pembahasan masalah yang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
24 
BAB II 
LANDASAN TEORI FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI 
HASIL PENJUALAN CILOK “KOMUNITAS BERBAGI” 
A. Pengertian Mudharabah 
Mudharabah secara bahasa diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, 
yang berati perjalanan untuk berniaga. Sebenarnya ada dua istilah yang 
biasa digunakan untuk term ini , yaitu Mudharabah dan Qirad. Term 
Mudharabah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk Irak, 
sedangkan term Qirad merupakan istilah yang biasa digunakan oleh 
penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz menamai Mudharabah dengan Qirad 
yang diambil dari kata Qardh yang berarti qath‟u ( memotong), karena 
pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan 
memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut 
mudharabah atau qiradh dengan muamalah.
1
 
Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab, 
yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman 
Al Jaziri, Mudaharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta 
seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya 
dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik 
modal.
2
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), hlm.223. 
2
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hlm.11. 
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Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yakni akad 
antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak 
mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan 
dan laba dibagi sesuai kesepakatan).
3
 
Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau 
lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus 
persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial 
kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai 
pengelola (mudahrib). 
Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah 
semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: 
modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari 
pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.
4
 
Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 
sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:  
a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek 
atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut 
shahibul maal. 
                                                          
3
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih 
Sunnah, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma‟arif, 1997) hlm. 36. 
4
 Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah,( Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm.90 
26 
 
b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal 
dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari 
shahibul maal, pihak tersebut disebut mudharib.
5
 
Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad 
kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal 
dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan 
ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian 
pengelola.
6
 
Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua 
pihak, pemilik modal (sahibul mal) dan pelaku usaha yang menjalankan 
modal (mudarib).
7
 
Sedangkan Ascarya menjelaskan bahwa, mudharabah atau 
penanaman modal secara istilah adalah penyertaan modal uang kepada 
orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. 
Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil 
ketika pemilik dana/modal (pemodal) yang biasa disebut (sahibul mal), 
menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola usaha 
yang dalam Islam disebut (mudarib), untuk melakukan aktivitas produktif 
dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara 
                                                          
5
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hlm.12. 
6
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.6 
7
Imam Mustofa, Hukum Muamalah Kontemporer (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2016), hlm 150. 
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mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad 
(yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).
8
 
Mudharabah dalam Islam ialah perjanjian keuntungan dan kerugian. 
Dalam perjanjian mudharabah, modal diberikan oleh satu pihak dan yang 
menjalankan modal adalah pihak lain, atas dasar perjanjian berdasarkan 
pada kesepakatan bersama. Hanya saja disyaratkan bahwa semua 
perjanjian itu harus di tulis sehingga masing-masing pihak dapat mengacu 
pada perjanjiannya. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk 
menghindari kesalah pahaman di antara mereka yang berjanji.
9
 
Dalam agama Islam, kerja sama antara pemilik modal dengan 
pengelola usaha tidak dilarang, tetapi perintah tentang hal itu secara 
tekstual dan kontekstual relative banyak diatur dalam Al quran dan 
Hadis.
10
 Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar terhadap kebolehan 
itu, adalah Al quran surat al-Maidah ayat 2 : 
 
 َلََو ٌَ ْدَهْنا َلََو َواَسَحْنا َسْهَّشنا َلََو ِ َّاللَّ َسِئاَعَش اىُّهُِحج َلَ اُى َيآ ٍَ َِرَّنا اَهََُّأ اََ
 ُْىحْهَهَح َاذِإَو ۚ ااَاَىْضِزَو ْىِِّهتَز ٍْ ِي الَْضَف ٌَ ُىَغحْثََ  َواَسَحْنا َثُْ َثْنا ٍَ ُ ِّيآ َلََو َدِئَلََقْنا
 ََ َلََو ۚ اُوداَطْصاَف ۘ اُوَدحَْعج ٌْ َأ ِواَسَحْنا ِدِجْس ًَ ْنا ٍِ َع ْىُكوُّدَص ٌْ َأ ٍوَْىق ٌُ آََُش ْىُكََُّيِسْج
 ٌَّ ِإ  َۖ َّاللَّ اُىقَّجاَو  ۚ ٌِ اَوُْدعْناَو ِىْث ِْلْا ًَهَع اُىََواََعج َلََو ۖ ٰيَىْقَّحناَو ِِّسثْنا ًَهَع اُىََواََعجَو
 ِباَقِعْنا ُدَِدَش َ َّاللَّ 
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Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2012), 
hlm.60. 
9
Ibid,. hlm 96. 
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Hamid Laonso & Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalahh 
Fiqh Kontemporer (Jakarta : Restu Ilahi, 2005),hlm 167. 
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya”.11 
 
Makna ayat tersebut berimplikasi pada segala bentuk kerja sama 
antara pemilik modal dengan mereka yang mempunyai keahlian dalam 
menjalankakn modalnya, yang berorientasi pada kebaikan, bukan pada 
kerusakan. Karena itu, kerja sama ini haruslah dilandasi dengan suatu 
perencanaan usaha yang baik, yang menurut istilah sekarang adalah 
manajemen yang berorientasi pada peningkatan usaha secara optimal. 
Contoh akad mudharabah misalnya, si Fulan merencanakan 
berdagang buah. Untuk memulai usaha tersebut, si Fulan meminjam uang 
kepada bank sebanyak Rp. 100.000,-. Dengan menggunakan akad 
perjanjian bagi hasil, yaitu si Fulan akan memperoleh bagian keuntungan 
sebanyak 70% dan bank akan mendapat hasil keuntungan 30% dengan 
masa pengambilan pinjaman sebulan. Setelah persetujuan kedua belah 
pihak di tandatangani, maka si Fulan akan diberi pinjaman uang tunai 
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sejumlah Rp.100.000,-. Pada hari pertama, si Fulan memperoleh 
keuntungan bersih sebanyak Rp.10.000,-. Si Fulan mencatat keuntungan 
tersebut pada buku catatan khusus yang nantinya akan dilaporkan pada 
bank sebagai bentuk pelaporan hasil usaha. Pada minggu pertama, si Fulan 
telah mengumpulkan keuntungan bersih sebanyak Rp.60.000,-. Setiap 
minggu si Fulan menyetor uangnya pada bank melalui tabungan wadi‟ah. 
Pada akhir bulan keuntungan bersih yang diperoleh si Fulan sebanyak 
Rp.240.000,-. Setelah pembagian hasil keuntungan dengan bank, si Fulan 
mendapatkan Rp.168.000,- (70%) dan bank mendapatkan keuntungan 
sebanyak Rp.172.000,-. Pada bulan kedua, si Fulan tidak meminjam uang 
bank untuk modal usaha selanjutnya, karena si Fulan sudah mendapatkan 
hasil keuntungan sebanyak Rp.168.000,-.
12
 
Muhammad Abduh sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syafi‟I 
Antonio menyatakan bahwa, tidak dilarang apabila seorang memberikan 
modalnya kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan 
menetapkan bagian keuntungan pemilik modal usaha , berdasarkan 
keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Atas dasar pertimbangan 
maslahat, maka yang demikian itu tidak mengandung sesuatu dosa atau 
kesalahan. Selain itu kerjasama semacam ini bermanfaat bagi keduanya, 
baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri. Kegiatan usaha 
yang berbentuk mudharabah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, 
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yakni terciptanya kerjasama dan tolong menolong dalam usaha 
perdagangan.
13
 
Secara teori mudharabah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan 
penekanan yang variatif, namun secara umum mereka menyatakan bahwa 
mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam 
jumlah, jenis dan kesepakatan tertentu dari pemilik modal kepada 
pengelola usaha untuk digunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan 
jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan tersebut dibagi 
dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedang jika usaha tidak berhasil 
maka kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan 
sebelumnya pula.
14
 
Mudharabah dalam buku Fiqih Mu‟amalah Kontemporer dijelaskan 
secara rinci sebagai berikut : 
a. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul 
maal ), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak 
pengelola usaha (mudharib ) untuk melakukan sesuatu kegiatan usaha 
bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan 
(nisbah) yang disepakati. 
b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal 
selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha.  Sedaangkan, 
                                                          
13
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani 
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kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi 
tanggung jawab pengelola uasaha itu sendiri. 
Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan sesuatu 
usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, 
kemudian pihak lainya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian 
maka yang menangung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali 
kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara 
apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan 
kesepakatan diantara mereka.
15
 
Islam mensyari‟atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk 
memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang 
memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk 
menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu 
alasan Islam mensyari‟atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak 
tersebut dapat mengambil manfaatnya. 
Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman 
mudharib (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh 
manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian 
terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan 
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segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan 
terhindarnya kesulitan. 
 
B. Dasar Hukum Mudharabah 
Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama Mudharabah ini 
adalah berdasarkan Al-Qur‟an. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT 
dalam Al-Qur‟an Surat Al-maidah ayat 2: 
 
 َلََو ٌَ ْدَهْنا َلََو َواَسَحْنا َسْهَّشنا َلََو ِ َّاللَّ َسِئاَعَش اىُّهُِحج َلَ اُى َيآ ٍَ َِرَّنا اَهََُّأ اََ
 ٌَ ُىَغحْثََ  َواَسَحْنا َثُْ َثْنا ٍَ ُ ِّيآ َلََو َدِئَلََقْنا ُْىحْهَهَح َاذِإَو ۚ ااَاَىْضِزَو ْىِِّهتَز ٍْ ِي الَْضَف
 ۘ اُوَدحَْعج ٌْ َأ ِواَسَحْنا ِدِجْس ًَ ْنا ٍِ َع ْىُكوُّدَص ٌْ َأ ٍوَْىق ٌُ آََُش ْىُكََُّيِسْجََ  َلََو ۚ اُوداَطْصاَف
 ُعْناَو ِىْث ِْلْا ًَهَع اُىََواََعج َلََو ۖ ٰيَىْقَّحناَو ِِّسثْنا ًَهَع اُىََواََعجَو ٌَّ ِإ  َۖ َّاللَّ اُىقَّجاَو  ۚ ٌِ اَوْد
 ِباَقِعْنا ُدَِدَش َ َّاللَّ 
 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya”.16 
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Pada dasarnya ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau 
meligitimasi akad mudhrabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti 
kegiatan ekonomi melalui mudharabah. 
Lanadasan dari Al-Sunnah antara lain adalah hadis riwayat Imam 
Baihaqi dari Ibnu Abbas: 
 
 ِّ ِثِح اَص ٍَهَع َطََسحْش ِا َةَتَز اَضُي َلا ًَ ْن َعََفدَاذِإ ِةَهَط ًُ ْنا ِدْثَع ٍُ ْت ُضاََّثعْنا اَ  ُدُْ َس ٌَ  اَك
 ٌْ َأ 
 ِّ ِت َلِصُْ ََ َلَ َو ا اسْحَت ِّ ِت َُكهْسَََلَ  ٍةَثَطَز ٍدِثُك َتَاذ اةَّت َاد ِّ ِت ٌَ  َِسحْشَََلَ َو ااَِد اِو
 َىَّهَسَو ِّ ِنا َو ِّ ُْ َهَع ُالله ًَّهَص ِالله َل ْىُسَز ُُّطْسَش َغَهََُف ٍَ ًِ َض َكِن َذ ََمَعف ٌْ ِإَف
 َُِشاَج اَف 
 
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan 
ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas didengan 
Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”17 
Hadis diatas secara tegas menyebut akad mudharabah dengan 
menggunakan istilah muqaradah sehingga menjadi landasan diperbolehkan 
dan disyariatkan nya mudhabarabah.  
Adapun dalil dari ijma‟ (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan 
kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehannya. Hal ini didasarkan 
dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan 
saling mencegah dalam hal kemungkaran.  
Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad 
mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebgai modal 
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kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas‟ud, 
Abdullah bin Umar, Abdullah bin „Amir, dan Siti „Aisyah, dan tidak ada 
riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain menginkarinya. 
Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma‟.18  
Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah di-qiyaskan kepada 
akad musaqah, karena sangat dibutuhkn oleh masyarakat. Hal tersebut 
dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya da 
nada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, 
tetapi ia tidak mempuanyai keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak 
lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapimia tidak memiliki 
harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka 
kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan 
keuntungan.
19
 
 
C. Rukun dan Syarat Mudharabah 
Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama mudharabah sehingga 
kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Berikut ini penjelasan rukun 
dan syarat kerja sama mudharabah , yaitu sebagai berikut: 
Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ arkan yang artinya asas atau 
sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan 
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tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu 
termasuk di dalam pekerjaan itu.
20
 
Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Para 
ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiah 
berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafazh 
yang menunjukan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, 
muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang searti denganya. 
Jumhur ulama berpendapat bahawa rukun mudharabah ada tiga, yaitu 
dua orang yang melakukan akad (al-aqidain), modal (ma‟qudalaih), dan 
shigat (ijab dan qabul).
21
 
Sedangkan menurut Syafi‟iyah rukun mudharabah ada lima, yaitu 
pemilik modal (sahibul mal), pelaku usaha atau pengelola modal (mudarib), 
modal (ra‟sul mal), pekerjaan pengelola modal (al-mal) dan keuntungan (al-
ribh).
22
 
Rukun mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qobul yang 
keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak 
disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja 
yang menunjukan makna mudharabah karena yang dimaksud dalam akad 
ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.
23
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Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya 
suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan 
kerja sama akad mudharabah. 
Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz. 
Sedangkan rukun-rukunnya adalah modal, amal, laba, pihak yang 
mengadakan perjanjian, shighat (ijab dan qobul).
24
 
Menurut Zuhayli, akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah 
ditentukan guna mencapai keabsahannya
25
, yaitu: pemilik dana (shahibul 
mal), pengelola (mudharib), ucapan serah terima (ijab qobul), modal (ro‟sul 
mal), pekerjaan, keuntungan. 
Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mudharabah terdapat tiga 
unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad 
mudharabah : 
a. Pemilik modal (shahibul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga 
yang menjalanka modal (mudharib) sebagai pihak yang melakukan 
kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk 
melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak 
dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan 
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pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu 
bekerja sesuai dengan bidangnya. 
b. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang 
atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya 
sempurna dari peilik modal dan dapat diserakan pada waktu 
berlangsung akad. 
c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang 
disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan 
dalam angka mutlak yan diketahui secara pasti. Alasannya ialah 
bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan 
dalam sesuatu yang pasti.
26
 
Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat 
pada rukunya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 
Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua 
belah pihak yang berakad, pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola 
modal (mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan 
baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak 
disyaratakan harus Muslim.
27
 
Kedua, berkenaan dengan modal adalah sebagai berikut :  
a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah,atau dolar dan 
sebagaimana yang berlaku dalam syirkah „inan. Apabila modal berbentuk 
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barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah 
tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza‟i membolehkan 
akad mudharabah dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah 
apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan 
(gharar), karena dengan demikian keuntungan keuntungan menjadi tidak 
jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan 
diantara pemilik  modal dan pengelola. Akan tetapi apabila barang 
tersebut dijual dan uang hasil penjualanya digunakan untuk modal 
mudharabah , menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya 
dibolehkan, karena modal sudah  bukan barang lagi melainkan uang 
harga barang. Sedangkan menurut mazhab Syafi‟i, hal itu tetap tidak 
dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidak jalsan dalam modal.
28
      
b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. 
c. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu 
benar-benar milik sendiri. 
d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar 
pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut 
sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab dan Qabul).
29
 
Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad 
mudharabah adalah sebagai berikut: 
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a. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil 
antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam 
mudharabah yang menjadi ma‟qud alaih atau objek akad adalah laba 
atau keuntungan, bila keuntungan atau pebagianya tidak jelas maka akad 
dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35, 
dan seterusnya. 
b. Sebagai tamabahan untuk syarat diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi 
atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak 
termasuk modal. 
c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah 
modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus 
berdasarkan keuntungan yang didapat. 
d. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 
misalnya Rp.1000.000, Rp.500.000 dan seterusnya. Karena keuntungan 
atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena 
itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan beradasarkan 
jumlah tertentu.
30
 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad 
mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan 
pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah 
pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.  
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D. Macam-Macam Mudharabah 
Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad mudharabah kepada dua 
bentuk yaitu mudharabah shahihah (mudharabah yang sah) dan mudharabah 
fasidah (mudharabah yang rusak). Jika mudharabah itu jatuh pada yang 
fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, pekerja hanya 
berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan 
daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilk modal. 
Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah fasidah, status 
pekerjaan tetap seperti dalam mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia 
tetap mendapatkan bagian keuntungan.
31
 
Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal 
dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad mudharabah kepada dua 
bentuk yaitu mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa 
syarat dan pembatasan) dan mudharabah muqayyadah, perkerja bisa 
mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan 
mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, 
dalam mudharabah muqayyadah pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan 
batasanbatasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. 
Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang 
fiqih muamalah pun membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu 
mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan 
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pembatasan) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat 
dan batasan tertentu). Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas 
tentang macam-macam akad mudharabah yaitu sebagai berikut: Mudharabah 
Mutlak (Al-muthlaq), dam mudharabah terikat (Al-muqayyadah). 
a. Mudharabah Mutlaqah (mutlak) 
Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada 
pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata,  “saya serahkan 
uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi 
antara kita, masingmasing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.” Akad 
tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan 
usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-
ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali 
mencontohkan dengan ungkapan if‟al ma Syi‟ta (lakukan sesukamu) 
dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat 
besar.
32
 
Menurut Syafi‟i Antonio mudharabah mutlaqah adalah bentuk 
kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat 
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah 
bisnis. Jenis usaha disini mepunyai syarat aman, halal dan 
menguntungkan.
33
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Pada mudharabah mutlaqah, mudharib bebas mengelola modal 
yang diberikan oleh shahibul mal untuk tujua usaha apa saja yang 
menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak 
ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan 
dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of 
service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-
barang tersebut akan dibeli. 
Mudharabah mutlaqah merupakan jenis mudharabah dimana 
pemilik usaha (mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk 
melakukan usaha oleh pemilik modal (shahibul mal).
34
 
Kebebasan mudharib dalam hal berbentuk mudharabah muthlaqah 
bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan 
oleh shahibul al-mal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek 
atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau 
perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari 
pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya. 
Mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki mandat yang 
terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang 
diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam ragka 
pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata 
mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus 
bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila 
                                                          
34
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta : PT. Bestari 
Buana Murni, 2007),hlm.57.  
43 
 
terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat 
menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan. 
b. Mudharabah Muqayyadah (Terikat) 
Mudharabah al-muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini 
seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam 
memasuki jenis dunia usaha.
35
 
Pada mudharabah muqayyadah, mudharib tidak bebas 
menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-
syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, 
dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah 
tertentu. 
Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan pengawas 
pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mudharib harus 
bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang 
ditimbulan. Pada mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka 
mudharabah berakhir pada jangka waktu tiba. 
Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
mudharabah muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (restriced), 
pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus 
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yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (mudharib), baik 
mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. 
Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad 
membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama 
Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad 
pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan 
datang, seperti, “usahakan modal ini mulai bulan depan” sedangkan 
ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya.36 
 
 
 
E. Prinsip Mudharabah 
Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya 
merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih islam 
meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar 
hukum yang khusus, baik dar segi teks Al-Qur‟an maupun dari sunnah. 
Prinsip mudharabah adalah prinsp bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik 
modal (uang atau barang) dengan pengusaha. 
Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya 
suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola 
proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik 
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modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. 
Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena 
penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian 
yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) 
maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara 
pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut 
semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi islam tampak jelas memilki sifat 
dan semangat kebersamaan serta keadilan.
37
 
Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip 
muamalah Islam. Oleh karenanya mudharabah ini harus tetap mengacu pada 
aturan syari‟at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. 
Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat 
ditetukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mamalah Islam. 
Adapun prinsp-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah 
sebagai berikut: 
a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah. 
Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur‟an 
dan sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada 
ketentuan syari‟at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan 
hukum mudharabah (Al-Qur‟an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkan 
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karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah 
dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak 
(pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu 
disebabkan konsekuensi dari bisnis.
38
 
b. Prinsip sukarela tanpa paksaan. 
Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, 
maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam 
keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk 
membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari 
keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplortir. Untuk 
itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan ari 
pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.
39
 
c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 
Sebagai mahluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu 
pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam 
bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan 
menunjukan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak 
bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain 
dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang 
membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan 
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kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal 
dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 
Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan pengelola 
modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan 
keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain 
bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan 
adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan 
ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan 
taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan 
terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran. 
 
d. Prinsip keadilan 
Sifat semangat, kebersamaan,dan keadilan tampak jelas dalam 
kerja sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam 
menanggung kerugian yang dialami dalm usaha, kerugian akan 
ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat 
(konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola 
menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan 
keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip mudharabah di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan 
pengelola dalam bentuk akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat 
48 
 
membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak 
memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan 
hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang 
kaya dan miskin. 
 
F. Hukum Mudharabah 
Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah fasid dan 
mudharabah sahih . Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 
Mudharabah fasid  dan mudharabah sahih
40
 : 
1. Hukum mudharah fasid 
Salah satu contoh mudharah fasid adalah mengatakan, “Berburulah 
dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita”. Ulama 
Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan 
tersebut termasuk tidak dapat dikatakan mudharah yang sahih karena 
pengusaha (pemburu) berhak mendapat upah atas pekerjaannya, baik ia 
mendapat buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau 
pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu 
tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang 
adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal 
hilang atau rusak, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan 
sumpahnya bahwa modal tersebut benar-benar hilang atau rusak.
41
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Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid  yang mengharuskan 
pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain :
42
 
a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar 
mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau 
barang lain miliknya. 
b. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam 
membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang. 
2. Hukum mudharabah sahih 
Hukum mudharabah sahih yang tergolong sahih cukup banyak, 
diantaranya berikut ini : 
a. Tanggung jawab pengusaha 
Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung 
jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal 
ini dikarenakan kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. 
Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba 
secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah 
rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, 
pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk 
mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak 
bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami 
kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan 
bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, 
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menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, 
tatapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung 
jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah 
dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah  batal.43 
b. Tasharruf Pengusaha 
1) Pada mudharabah mutlaqah 
Menurut ulama Hanafiyah, jika mudharabah mutlaqah maka 
pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut 
yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah : 
a) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada 
izin yang jelas dari pemiliknya. 
b) Menurut Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli 
barang dagangan melebihi modal yang diberikan 
kepadanya. 
c) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk 
mudharabah , juga tidak boleh mencampurkannya dengan 
hartan miliknya atau harta milik orang lain.
44
 
2) Pada mudharabah muqayyadah 
                                                          
43
  Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah.hlm.231. 
44
 Ibid,.  
51 
 
Secara umum, hukum mudharabah muqayyadah sama 
dengan ketetapan yang ada pada mudharabah mutlaqah. 
Namun, terdapat beberapa pengecualian, diantaranya : 
a) Penentuan tempat 
Jika pemilik modal (shahibul mal) menentukan 
tempat, seperti contoh ucapan, “Gunakan modal ini untuk 
mudharabah, dengan syarat harus di daerah Jakarta”. 
Maka pengusaha harus mengusahakannya di daerah 
Jakarta, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang 
dibolehkan. 
 
b) Penentuan orang 
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan 
pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli 
barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus 
menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang 
berfaedah. 
c) Penentuan laba 
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan 
pemilik modal untuk menentukan jangka waktu sehingga 
jika melewati batas, maka akad batal. Adapun ulama 
Syafi‟iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut 
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sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu 
sebentar.
45
 
3) Hak – Hak pengusaha (mudarib) 
Pengusaha mempunyai dua hak atas harta mudharabah 
yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak 
mendapatkan laba, yang telah ditentukan dalam akad. 
a) Hak nafkah (membelanjakan) 
Imam Syafi‟i, berpendapat bahwa pengusaha tidak 
boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin 
pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan 
dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik 
modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk 
keperluannya, maka akadnya menjadi rusak. 
b) Hak mendapatkan laba 
Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba 
sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya 
mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa 
sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. 
4) Hak pemilik modal 
Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba 
jika menghasilkan laba serta modal yang telah ditanamkan. 
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Jika tidak ada laba, pemilik modal tidak akan mendapat apa-
apa.
46
 
 
G. Berakhirnya Mudharabah 
Menurut zuhaily, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan 
(mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau 
meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan 
pengelola modal (mudharib). Akad kerja sama dalam permodalan 
(mudharabah) juga akan batal ketika pemilik modal (shahibul maal) murtad, 
begitu juga dengan pengelola modal (mudharib). Selain itu, Zuhayli 
mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat 
yang tidak terpenuhi, diantara bentuk mudharabah fasid, misalnya seseorang 
yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (shahibul maal) 
menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu 
bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersam-sama sesuai kesepakatan. 
Akad mudharabah ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat 
keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik shahibul maal, 
mudharib hanya berhak mendapatkankan upah atas pekerjaan yang 
dilakukan.
47
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Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang 
dimiliki shahibul mal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam 
akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) 
dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan 
maupun menderita kerugian. 
Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal 
apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 
a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat 
mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh 
pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan 
sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik 
modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat 
keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada 
kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal 
karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima 
upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas 
kelalaiannya. 
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal 
bertanggung jawab jika terjadi kerugian. 
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c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu 
pemilik modal meningal dunia, mudharabah menjadi batal.
48
 
Selain itu dalam buku Rachmat Syafe‟i, mudharabah dianggap berakhir 
pada hal berikut: 
a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. 
Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan 
mudharabah, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika 
memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan 
akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah 
diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika 
pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, 
pengusaha (mudharib) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya. 
 
b. Salah seorang yang berakad meningal dunia. 
Jumhur ulama berpendaat bahwa mudharabah batal, jika salah 
seorang yang berakad meninggal dunia, baik pemilik modal maupun 
pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan 
yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. 
Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah 
seorang yang melakukan akad atau tidak. 
c. Salah seorang yang berakad gila. 
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Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, 
sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. 
d. Pemilik modal murtad 
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam)atau terbunuh 
dalam keadaan murtad, atau bergabung degan musuh serta telah 
diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, 
hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama 
saja dengan mati, hal itu menghilankan keahlian dalam kepemilkan harta, 
dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli 
warisnya. 
e. Modal rusak di tangan pengusaha 
Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi 
batal, hal ini karena modal harus dipegan oleh pengusaha. Demikian juga 
mudharabah diangap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau 
dihabiskan sehingga tidak tesisa untuk diusahakan.
49
 
H. Implikasi Kerjasama Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah 
Implikasi adalah keterlibatan atau dapat diartikan sebuah konsekuensi 
atau akibat langsung dari hasil penelitian ilmiah. Yang dimaksud dengan 
implikasi kerja sama bagi hasil dengan akad mudharabah dalam penelitian ini 
adalah konsekuensi atau akibat langsung dari adanya perjanjian kerja sama 
yang dilakukan oleh penanam modal dengan pengusaha. Jadi, implikasi kerja 
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sama bagi hasil dalam perjanjian ini adalah ketika akad mudharabah tersebut 
telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka mudarib (pengusaha) memilik 
hak untuk mengelola usaha dengan modal yang diberikan oleh sahibul mal 
(penanam modal). Lalu pemodal dan pengelola sama-sama memiliki hak dan 
kewajiban bagi hasil keuntungan dan kerugian, diantaranya : 
1. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba atas usaha dan 
modal yang telah di tanamkannya. 
2. Pengusaha memiliki kewajiban untuk mengelola usaha sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik modal. Pengusaha harus 
melaksanakan usaha seperti miliknya sendiri sehingga harus menghasilkan 
laba yang nantinya akan jadi milik kedua belah pihak. 
3. Pengusaha memiliki hak untuk mendapatkan laba atas usaha. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN SISTEM BAGI HASIL PENJUALAN 
CILOK “KOMUNITAS BERBAGI” DI JATEN KARANGANYAR 
A. Sejarah Singkat Cilok “Komunitas Berbagi” 
Pada awal tahun 2017 Bapak Giat Hernowo atau biasa dipanggil Mas 
Nowo tepatnya pada awalan setelah menikah berinisiatif untuk mendirikan 
sebuah uasaha bakso bakar. Usaha tersebut berjalan dengan lancar selama 
tujuh bulan dan hingga akhirnya akan ada resepsi pernikahan usaha tersebut 
dicarikan karyawan untuk mengurusi serta mengelola uasahanya. Setelah 
dipindah tangankan kepada orang lain usaha bakso bakar tersebut menjadi 
gulung tikar dan tidak laku lagi di pasaran dikarenakan beda rasa beda tangan 
yang membuatnya. Setelah kejadian itu akhirnya mas Nowo terus berputar 
otak bagaimana caranaya untuk tetap mendapatkan uang, akhirnya dimuali 
dari membuka youtube latihan otodidak membuat cilok, segala bumbu dicoba 
supaya mendapatkan bumbu yang pas. 
Usaha untuk terus mencoba membuat selalu dilakukan mas Nowo dan 
istrinya. Dari memakai telur, kebanyakan tepung tapioca, kurang tepung, mas 
Nowo bekerjasama dengan istrinya untuk terus mencoba membuat adonan 
cilok yang pas. Istrinya meracik bumbunya dan mas Nowo yang menguleni 
adonanya. 
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Pada akhir bulan Sepetember 2017 akhinya bisa mendapatkan adonan 
yang pas untuk membuat cilok dan tidak coba-coba lagi.
1
 
Setelah mendapatkan adonan yang pas, mas Nowo mulai menjual 
ciloknya. Awalnya dijual sendiri setelah ternyata laris dan cilok bisa menjadi 
lonjakan setelah bakso bakar mengalami gulung tikar, supaya para pelanggan 
bakso bakar tidak pergi, maka mulailah menambah gerobak dan juga 
memperkerjakan karyawan, hingga saat ini sudah ada 12 gerobak cilok dan 
12 karyawan juga yang menjajakan cilok tersebut.  Nama “Komunitas 
Berbagi” dilahirkan dari usulan para karyawan yang bekerja dicilok mas 
Nowo tersebut
2
. 
B. Lokasi Cilok “komunitas Berbagi” 
Usaha kuliner cilok “komunitas berbagi” ini berlokasi di Jetis Kulon Rt 
001/005 Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
C. Pengelola Cilok “Komunitas Berbagi” 
Dalam mengelola usahanya Mas Nowo selaku pemilik dari usaha cilok 
“Komunitas Berbagi” mempunyai 12 karyawan tetapi hanya bertugas untuk 
menjajakan atau memasarkan cilok nya saja, yang bagian produksi dikelola 
oleh Mas Nowo dan istrinya sendiri. Dengan demikian maka penulis akan 
menerangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan masing-masing. 
1) Pemilik cilok “Komunitas Berbagi” 
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 Giat Hernowo, Pengusaha Cilok “Komunitas Berbagi”, Wawancara, 24 September 
pukul 12.11. 
2
 Ibid,.  
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a) Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan 
secara keseluruhan. 
b) Memproduksi cilok yang akan dijajakan oleh para penjual cilok 
setiap harinya.  
2) Penjual cilok “Komunitas Berbagi” 
a) Bertanggung jawab serta harus menjaga kebersihan gerobak dari 
tumpahan-tumpahan saus dan mencuci botol-botol sausnya setiap 
hari. 
b) Memperhatikan isi gas, dicek setiap hari supaya tidak kehabisan 
pada saat berjualan. 
Di usaha bisnis cilok “komunitas berbagi” ini ada dua varian cilok yaitu 
cilok yang hanya dibentuk bulat-bulatan saja seperti cilok pada umumnya dan 
ada yang dimasukan kedalam tahu menjadi cilok tahu. Cilok “Komunitas 
Berbagi” ini dijual seharga Rp.500 rupiah perbijinya. Target pemasaranya 
adalah semua kalangan masyarakat pada umumnya dan anak kecil serta anak 
muda yang sedang tinggal maupun berada diluar Kabupaten Karanganyar 
khususnya. 
Dalam sistem pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang 
dirancang untuk merencanakan, menetukan harga promosi, dan 
mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 
mencapai pasar sasaran serta tujuan uasaha bisnisnya. 
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Dalam bidang pemasaran, target yang diharapkan oleh usaha ini adalah 
pemilik usaha cilok dengan hanya mengandalkan memproduksi cilok setiap 
hari serta menyediakan gerobak dapat memberikan peluang usaha untuk para 
penjual cilok “Komunitas Berbagi” untuk memenuhi kebutuhanya dan 
cilokpun dapat tersampaikan kepada para konsumen. 
D. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Penjualan Cilok “Komunitas Berbagi”  
Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik usaha cilok membagi hasil 
dengan penjual atau penjaja cilok “Komunitas Berbagi” dengan cara 60:40 
disetiap harinya. Adapun tahapan-tahapan dan proses transaksi kerjasama 
bagi hasil pemilik dan penjual cilok “Komunitas Berbagi” adalah sebagai 
berikut : 
1. Antara distributor atau pemilik dengan penjual cilok “Komunitas Berbagi” 
Dalam transaksi bagi hasil ini, penjual dengan sendirinya datang 
kepada pemilik usaha cilok yang sebelumnya telah memasang iklan 
menerima mitra kerjasama untuk menjajakan usaha cilok miliknya. 
Kemudian penjual meminta izin guna untuk menjadi mitra kerjasama di 
usaha cilok “Komunitas Berbagi”. Kerjasama antara pemilik usaha cilok 
dan penjual segera berlangsug dan terjalin dengan sendirinya tanpa ada 
syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi terlebih dahulu  karena adanya 
saling membutuhkan antara satu dan yang lainya. 
Bagi pengusaha yang memiliki beberapa gerobak cilok dan 
berkeinginan untuk memasarkan daganganya dapat terbantu dengan 
adanya para penjual cilok yang mau menjajakan cilok sebagai mitra kerja, 
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begitu juga dengan para penjual cilok dengan adanya pemodal mereka bisa 
bekerja. 
2. Latar Belakang Akad 
Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau 
perjanjian antara kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan 
tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak, akan 
tetapi pelaksanaan kerjaasama bagi hasil dalam usaha cilok “Komunitas 
Berbagi” ini relative sebab tergantung pada keinginan si penjual itu sendiri 
mau jualan pagi bisa siang ataupun sore juga bisa. Mengenai pembagian 
hasil, berikut hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh Bapak Giat 
Hernowo atau biasa disebut mas Nowo yang penulis temui saat 
wawancara, beliau adalah pemilik  modal sekaligus pemilik usaha cilok 
“Komunitas Berbagi”. Penjelasan beliau mengenai sistem bagi hasil 
diusahanya adalah  Sistem bagi hasil yang diterapkan di cilok “Komunitas 
Berbagi” yaitu modal awal seluruhnyaa dari pengusaha/distributor cilok. 
Sedangkan para penjual awalnya hanya bermodalkan tenaga kerja saja. 
Tetapi untuk selanjutnya yang berkenaan dengan isi ulang gas, kecap dan 
saus apabila kehabisan dijalan pada saat menjajakan ciloknya para penjual 
sendirilah yang harus mengisinya. Dan pembagian hasilnya yaitu dengan 
sistem persentase 60% untuk pengusaha/distributor dan 40% untuk 
penjual. Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan 
tetapi sesuai banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal. Apabila 
penjual cilok mengambil sebanyak 200 cilok seharga 100 ribu maka pada 
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sore harinya penjual harus memberikan uang setoran kepada 
pengusaha/distributor sebesar 60 ribu. Dalam hal ini, 
pengusaha/distributor tidak mau tahu cilok tersebut laku semuanya atau 
tidak tetapi mewajibkan penjual cilok untuk setor uang hasil pengambilan 
cilok bukan uang hasil penjualanya sesuai persentase diawal yaitu sebesar 
60%. Apabila cilok yang diambil para penjual tidak laku semuanya. 
Penjual bisa hutang terlebih dahulu untuk tidak setor 60%. Bisa dicicil se 
adanya dulu. Dan cilok yang masih sisa bisa dijual ke esokan harinya. 
Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua 
belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodalan dalam usaha cilok 
seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik usaha dan penjualan 
hanya berkeliling menjualnya saja yang terpenting cilok bisa dijajakan dan 
sampai ke tangan konsumen. 
Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan 
manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut 
kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis 
yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, 
seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan 
minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti 
perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan 
sebagainya. 
Akad muḍharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk 
saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam 
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memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara 
pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan 
uangnya,sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang 
perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar 
saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan 
kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan 
seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal 
tersebut. 
Menurut pemodal agar pemberian fasilitas yang pengelola tidak punya 
atau yang pengelola butuhkan serta persediaan tempat tidur dan juga 
minum gratis untuk para pejual yang tinggal dirumahya bisa membuat para 
penjual cilok lebih semangat dalam menjajakan ciloknya.
3
 Pemilik cilok 
“Komunitas Berbagi” tetap melakukan pengawasan kepada para penjual 
yang bekerja di usah cilok miliknya. 
3. Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil 
Perjanjian atau atau akad kerjasama bagi hasil ini tidak dilakukan 
secara tertulis, melainkan hanya secara lisan. Perjanjian ini dilakukan atas 
dasar kekeluargaan dan saling percaya antara pemilik modal dan pengelola 
usaha. 
Muḍharabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, 
tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekan oleh kaum 
muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan 
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sepanjang masa. Awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung 
para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan 
bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan 
bersama. 
Cara melakukan ijab qobul berdasarkan wawancara yang dilakukan 
oleh penulis, ijab qobul dalam kerjasama bagi hasil di penjualan cilok 
“Komunitas Berbagi” dilakukan secara lisan. Ijab dan qobul dilaksanakan 
dengan jelas bahwa sahibulmal telah menyediakan modal berupa gerobak 
dan juga peralatan penjualan serta cilok yang sudah matang kepada 
mudharib yang pada saat itu tidak mempunyai  modal apapun kecuali 
kemampuan (skill). Sedangkan mudharib bersedia  untuk memulai bekerja 
menjual dan menjajajkan cilok tersebut.
4
 
Nisbah bagi hasil yang disepakati pada waktu itu adalah pemodal akan 
mendapatkan 60% dari seberapa banyak para penjual mengambil cilok 
matang pada distributor. Apabila penjual cilok mengambil sebanyak 200 
cilok seharga 100 ribu maka pada sore harinya penjual harus memberikan 
uang setoran kepada pengusaha/distributor sebesar 60 ribu. Dan penjual 
cilok akan mendapatkan sisa uang setelah dikurangi untuk disetorkan 
kepada distributor sebesar 60%. Apabila cilok yang diambil para penjual 
tidak laku semuanya. Penjual bisa hutang terlebih dahulu untuk tidak setor 
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 Sukadi, penjual cilok “komunitas berbagi”, wawancara, 25 september 2019 pukul 
13.45. 
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60%. Bisa dicicil seadanya dulu. Dan cilok yang masih sisa bisa dijual ke 
esokan harinya.
5
 
Akad yang diucapkan pemilik modal dengan lisan ketika sedang 
membuat perjanjian kerjasama menggunakan bahasa yang sederhana 
sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak sedangkan proses 
penjualanya diserahkan seluruhnya kepada penjual tanpa campur tangan 
dari pemodal. Penjual bisa menjualkan di pagi hari siang ataupun sore hari 
tergantung dari kemauan para penjual. 
Hanya saja penjual mendapatkan pengawasan namun tidak mutlak. 
Adapun kendala yang dialami para penjual dalam menjajakan cilok yaitu 
pada saat ada campuran cilok kemarin yang harus dijualkan kembali 
karena tidak laku. Cilok kemarin mempengaruhi harus dijual terlebih 
dahulu dan membuat cilok yang baru menjadi lama terjualnya sehingga 
menjadi kering dan juga mengeras.
6
 
Kendala lainya yaitu apabila gas, saus, plastik dan juga tusuk cilok 
habis dijalan pada saat menjajakan ciloknya, maka para penjual sendirilah 
yang harus mengisi ulanganya. Hal itu membuat pendapatan para penjual 
cilok semakin berkurang apabila dalam sehari tidak mampu menjual 
sampai habis cilok yang dibawanya
7
. Kualitas cilok yang sampai ke 
konsumen juga akan berkurang dikarenakan jika sisa cilok kemarin terlalu 
banyak. 
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 Dayat, penjual cilok “komunitas berbagi”, wawancara, 25 september 2019 pukul 13.45. 
 
7
 Ibid,. 
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BAB IV 
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH 
PENJUALAN CILOK “KOMUNITAS BERBAGI” DI JATEN 
KARANGANYAR 
A. Analisis Praktek Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penjualan Cilok 
“Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganayar 
Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk 
perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam 
Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama bagi hasil yakni Mudharabah dan 
Musyarakah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2, 
bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 
lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (mudarib). Keuntungan dituangkan 
dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. 
Namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia 
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
1
 
Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia 
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal 
bermuamalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni denga melakukan 
kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak 
serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. 
Dapat dipahami bahwa akad mudharabah dalam Islam merupakan akad yang 
                                                          
1
 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya : UINSA Press, 2014),hal 162.  
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bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui 
akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang di lakukan di Desa Jetis 
Kulon Rt 001/005 Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ini adalah 
kerja sama bagi hasil penjualan cilok. 
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam kerjasama bagi 
hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganyar ini pemilik 
modal dan penjual telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama 
bagi hasil dengan ketentuan persentase sebesar 60% untuk pemilik usaha dan 
40% untuk penjual. Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di 
bagikan tetapi sesuai banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal. 
Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok dilakukan secara 
lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai 
perjanjian tersebut. 
Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua 
belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodalan dalam usaha cilok 
seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik usaha dan penjual hanya 
berkeliling menjualnya saja yang terpenting cilok bisa dijajakan dan 
sampai ke tangan konsumen. 
Bagi pengusaha yang memiliki beberapa gerobak cilok dan 
berkeinginan untuk memasarkan daganganya dapat terbantu dengan 
adanya para penjual cilok yang mau menjajakan cilok sebagai mitra kerja, 
begitu juga dengan para penjual cilok dengan adanya pemodal mereka bisa 
bekerja. 
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Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2 bahwa terdapat 5 
rukun mudharabah  yakni diantaranya
2
: 
1. Ijab qabul 
2. Adanya aqidani (pihak penyedia dana dan pengusaha) 
3. Adanya modal 
4. Adanya usaha 
5. Adanya keuntungan  
Pada dasarnya, suatu akad dinyatakan sah apabila terdapat ijab dan 
qabul dari kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan yang diikrarkan 
oleh salah satu pihak yang bekerja sama dalam akad mudharabah Sementara 
qabul adalah pernyataan kesediaan atas ijab yang ditawarkan oleh pihak 
pertama. Ijab dan qabul disyaratkan harus bertemu, artinya penawaran pihak 
pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua. Ungkapan 
kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh  
(isyarat) lain yang menunjukan kesediaan. 
Ketika kedua belah pihak telah menyepakati sebuah perjanjian, maka 
secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 
Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dari jenis akad mudharabah  yang 
dilakukan. Oleh karena itu, para ulama membagi akad mudharabah menjadi 
dua macam sebagaimana yang telah dipaparkan penulis pada bab 2, yaitu : 
 
 
                                                          
2
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah..., 226.  
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1. Mudharabah Mutlaqah (mutlak) 
Yang dimaksud dengan Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerja 
sama antara sahibulmal dan mudarib  yang cakupannya sangat luas dan 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 
2. Mudharabah Muqayyadah (Terikat) 
Yang dimaksud dengan Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. Si sahibulmal memberi batasan mengenai batas jenis usaha, waktu atau tempat usaha yang akan dilakukan oleh mudarib.  
Berdasarkan uraian analisa di atas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, 
kerja sama bagi hasil yang dilakukan dalam penjualan cilok “Komunitas 
Berbagi” dapat dikatagorikan termasuk dalam akad Mudharabah. Khususnya 
termasuk dalam mudharabah muqayyadah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya 
rukun mudharabah pada kerja sama bagi hasil tersebut. 
Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil di penjualan cilok “Komunitas 
Berbagi” Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nowo selaku 
pemilik usaha cilok “Komunitas Berbagi” yaitu modal awal seluruhnyaa dari 
pengusaha/distributor cilok. Sedangkan para penjual awalnya hanya 
bermodalkan tenaga kerja saja. Tetapi untuk selanjutnya yang berkenaan 
dengan isi ulang gas, kecap dan saus apabila para penjual kehabisan ditengah 
jalan pada saat menjajakan ciloknya maka para penjual sendirilah yang harus 
mengisinya. Dan pembagian hasilnya yaitu dengan sistem presentase 60% 
untuk pengusaha/distributor dan 40% untuk penjual. Di dalam pembagian 
hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan tetapi sesuai banyaknya cilok 
yang diambil oleh penjual diawal. Sehingga jika dianalisis dari jenis akad 
mudharabah, maka perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut adalah termasuk 
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akad Mudharabah Muqayyadah. Hal ini dikarenakan pemilik modal 
menuntut syarat-syarat khusus kepada penjual atau penjaja ciloknya. 
Seiring berkembangnya zaman memberikan dampak terhadap pola hidup 
manusia. Islam memberikan kemudahan terhadap manusia dalam melakukan 
berbagai kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat 
kegiatan tersebut tidak keluar dari ajaran yang telah digariskan dalam syariat. 
Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mustahil jika 
manusia hidup tanpa membutuhkan bantuan manusia lain atau yang biasa di 
sebut dengan hablum min al-nas. 
Kegiatan bermu’amalah dimaksudkan untuk saling tolong menolong 
antar umat manusia serta diharapkan dapat mencapai kemashlahatan umat. 
Dalam kegiatan mu’amalah khususnya kerja sama bagi hasil, pastilah 
terdapat pembagian keuntungan oleh para pihak yang telah bertransaksi. 
Keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak haruslah sesuai 
dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang 
telah disepakati. Dalam bab 2, penulis telah memaparkan bahwa terdapat 
beberapa persyaratan terkait keuntungan dalam akad mudharabah, 
diantaranya:  
a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 
modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah 
dipotong besarnya modal. 
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b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 
nominal, karena jika ditentukan demikian berarti sahibulmal telah 
mematok untuk tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan 
ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba. 
c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60% : 40%, 
50% : 50% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus terikat pada 
bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada 
saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa  keuntungan itu 
akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah 
kesamaan. 
Dalam usaha cilok “Komunitas Berbagi” di Desa Jetis Kulon Jaten 
Karanganyar ini, pemilik modal dan penjual cilok telah menentukan 
persentase hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. 
Kerjasama bagi hasil pada penjualan cilok “Komunitas Berbagi” dilakukan 
dengan suatu kesepakatan bahwa hasil yang akan dibagikan kepada 
pengusaha cilok dan penjual cilok telah ditentukan pada awal akad dengan 
sistem persentase 60% untuk pengusaha/distributor dan 40% untuk penjual. 
Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan tetapi sesuai 
banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal. Apabila penjual cilok 
mengambil sebanyak 200 cilok seharga 100 ribu maka pada sore harinya 
penjual harus memberikan uang setoran kepada pengusaha/distributor sebesar 
60 ribu. Dalam hal ini, pengusaha/distributor tidak mau tahu cilok tersebut 
laku semuanya atau tidak tetapi mewajibkan penjual cilok untuk setor uang 
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hasil pengambilan cilok bukan uang hasil penjualanya. Sesuai persentase 
diawal yaitu sebesar 60%. Dan jika penjualnaya sepi tidak laku semua para 
penjual cilok bisa menyetor seadanya uang dulu, kekuranganya bisa dilunasi 
ke esokan harinya karena cilok bisa dijualkan kembali ke esokan harinya.
3
 
Di dalam syariat Islam, tidak menentukan mengenai besar kecilnya 
pembagian keuntungan pada akad mudharabah, maka dalam hal ini 
menjadikan keleluasaan para pihak dalam melakukan transaksi kerja sama 
bagi hasil. Namun, dalam bermu’amalah prinsip keadilan sangatlah di 
junjung tinggi. 
Menurut Ulama Malikiyah dalam Nasrun Haroen, keuntungan 
disyaratkan harus jelas sesuai dengan kesepakatan akad. Akan tetapi, tidak 
diperbolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi 
pihak lain, seperti menetapkan keuntungan Rp.1.000,- bagi pemilik modal 
dan sisanya bagi pengusaha.
4
 
Jika melihat dari uraian analisa diatas, maka dapat dipahami bahwa 
memang tidak ada ketentuan khusus mengenai besar kecilnya pembagian 
keuntungan akad mudharabah. Akan tetapi, kedua belah pihak haruslah 
bertindak adil antara satu sama lain. Jika di kaitkan dengan kerja sama bagi 
hasil pada penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganyar, maka 
                                                          
3
 Giat Hernowo, pengusaha cilok “komunitas berbagi”, wawancara, 24 september pukul 
12.11. 
4
 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2007)hlm.229. 
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terdapat unsur ketidak adilan di dalamnya yaitu adanya penentuan hasil pada 
awal akad kepada pemilik cilok. Sementara itu, rukun akad mudharabah 
sendiri juga mensyaratkan bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil 
dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Keuntungan tidak 
boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan 
shahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang 
didapat. 
B. Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi 
Hasil Penjualan Cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganayar 
Fiqih muamalah merupakan aturan-aturan ( hukum ) Allah SWT, 
tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, 
hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat 
sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang 
terperinci yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 
yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. 
Kerja sama bagi hasil merupakan akad yang bertujuan pada 
kemashlahatan umat yakni untuk saling tolong menolong antar umat manusia. 
Dapat dipahami bahwa dalam melakukan transakasi akad, disyaratkan bahwa 
kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad. 
Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok “Komunitas 
Berbagi” di Jaten Karanganyar adalah termasuk akad Mudharabah. Namun 
yang menjadi sebuah kejanggalan atau permasalahan dalam akad kerjasama 
bagi hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” ini adalah adanya penentuan 
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hasil pada awal akad kepada pemilik modal. Sementara penjual akan 
mendapat sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada pemilik modal. Hal 
ini menimbulkan adanya ketidak pastian keuntungan yang didapatkan oleh 
penjual cilok. 
Dalam Fiqih Muamalah, memang tidak diatur mengenai besar kecilnya 
pembagian keuntungan. Akan tetapi dalam akad mudharabah disyaratkan 
bahwa pembagian hasil dalam suatu  kerjasama harus jelas dan bagian 
masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti sepertiga, 
seperempat atau setengah. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, 
menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid (rusak).
5
  Fasid adalah 
akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat 
keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut 
tidak sesuai dengan praktek yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Suatu 
akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan 
dilarang oleh syara’. Contohnya, menjual mobil tanpa menyebutkan merk, 
tahun dan sebagainya.
6
 
Para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad adalah tidak 
terdapatnya 4 hal perusak sahnya dalam akad, diantaranya ketidak jelasan 
jenis yang dapat menyebabkan percekcokan, adanya paksaan, perkiraan, 
adanya unsur tipuan, serta terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad. 
                                                          
5
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,,. 178.  
6
 Saiful Jazil, Fiqh Muamalah (Surabaya : UIN SA Press, 2014),hlm.93. 
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Jika melihat dari paparan penulis pada bab 3, bahwa hasil yang di 
dapatkan oleh penjual cilok adalah sisa dari hasil yang dibagikan kepada 
pemilik modal. Maka jika dikaitkan dengan analisa diatas kerjasama bagi 
hasil yang dilakukan pada penjulan cilok “Komunitas Berbagi” mengandung 
unsur ketidak jelasan dan menjadikan akad kerjasama bagi hasil tersebut 
menjadi fasid (rusak). Ketidak jelasan sendiri merupakan sesuatu yang 
dilarang dalam hukum islam. Ibnu Taimiyah dalam Jurnal Nadratuz zaman 
Hosen menjelaskan bahwa pelarangan ketidak jelasan didasarkan kepada 
larangan atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak  
dibenarkan (bathil).
7
 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-
Baqarah ayat 188 yang berbunyi : 
 
 ْناِب ْىُكَُْيَب ْىَُكناَىَْيأ اُىهُْكَأت َلََو ًاقيَِرف اُىهُْكَأتِن ِواَّكُحْنا َىنِإ اَِهب اُىنُْدتَو ِمِطاَب
 ٌَ ى ًُ َهَْعت ُْىتَْ َأَو ِْىث ِْلْاِب ِساَُّنا ِلاَىَْيأ ٍْ ِي 
 Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, Padahal kamu mengetahui.”8 
  
Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak adanya pencatatan 
perjanjian secara tertulis dan adanya modal yang begitu besar menjadikan 
kerja sama bagi hasil ini memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi. Serta 
                                                          
7
 Nadratuzzaman Hosen, ‚Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi‛, 
Vol.1No.1(Januari, 2009) 
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 29.  
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ketidakjelasan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk 
dilakukan dalam Islam. Begitu pula dengan akad yang didalamnya 
mengandung unsur ketidakjelasan, maka secara otomatis juga tidak 
diperbolehkan dalam Islam. Jika dikaitkan dengan kerjasama bagi hasil pada 
penjualan cilok “komunitas berbagi”, maka akad tersebut tidak diperbolehkan 
dalam fiqih muamalah karena mengandung unsur ketidakjelasan di dalamnya, 
yaitu membagi sebuah hasil kerjasama tidak berdasarkan keuntungan yang di 
dapatkan melainkan dari modal awalnya. 
78 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap 
sistem bagi hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di Jaten Karanganayar 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan sistem bagi hasil penjualan cilok “Komunitas Berbagi” di 
Jaten Karanganyar melibatkan dua pihak yakni pemilik atau distributor 
cilok dengan para penjual cilok. Dan pembagian hasilnya yaitu dengan 
sistem persentase 60% untuk pengusaha/distributor dan 40% untuk 
penjual. Di dalam pembagian hasil ini bukan keuntungan yang di bagikan 
tetapi sesuai banyaknya cilok yang diambil oleh penjual diawal. 
Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penjualan cilok dilakukan secara 
lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis 
mengenai perjanjian tersebut. Mengenai perjanjian atau akad dalam 
bidang bagi hasilnya kedua belah pihak saling percaya saja. Sistem 
pemodalan dalam usaha cilok seluruh modal berasal dari pemodal atau 
pemilik usaha dan penjual hanya berkeliling menjualnya saja yang 
terpenting cilok bisa dijajakan dan sampai ke tangan konsumen. Bagi 
pengusaha yang memiliki beberapa gerobak cilok dan berkeinginan untuk 
memasarkan daganganya dapat terbantu dengan adanya para penjual cilok 
yang mau menjajakan cilok sebagai mitra kerja, begitu juga dengan para 
penjual cilok dengan adanya pemodal mereka bisa bekerja. Maka 
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perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut adalah termasuk akad 
Mudharabah Muqayyadah. Hal ini dikarenakan pemilik modal menuntut 
syarat-syarat khusus kepada penjual atau penjaja ciloknya. 
2. Menurut tinjuan Fiqih Muamalah, sistem bagi hasil pada penjualan cilok 
“Komunitas Berbagi” tidak diperbolehkan dalam islam karena 
mengandung unsur ketidak adilan dalam pembagian keuntungan dan 
akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah nya akad 
mudharabah yaitu adanya penentuan hasil pada awal akad kepada pemilik 
cilok. Yang berdampak kepada penjual cilok yang hanya mendapatkan 
penghasilan sisa setelah disetorkan 60% kepada shahibulmal. Sementara 
itu, rukun akad mudharabah sendiri juga mensyaratkan bahwa proporsi 
atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak 
termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase 
dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi hasil 
harus berdasarkan keuntungan yang didapat. 
 
B. Saran  
Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir 
penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya 
akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkuatan, yaitu kepada 
pemilik atau distributor cilok dan juga penjual cilok “Komunitas Berbagi” 
dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan atau referensi demi tegaknya 
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hukum islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantarannya sebagai 
berikut: 
1. Pemilik modal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengeola 
diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong 
menolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat2. 
2. Keuntungan sebaiknya dibagikan dengan persentase yang sesuai dengan 
rukun dan syaratnya akad mudharabah bahwa proporsi atau persentase 
pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. 
Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 
modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus 
berdasarkan keuntungan yang didapat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 : 
HASIL WAWANCARA DENGAN SHAHIBUL MAL / PENGUSAHA 
CILOK “KOMUNITAS BERBAGI” 
Nama   : Giat Hernowo 
Jabatan   : Shahibul mal / Pengusaha “Cilok Komunitas Berbagi” 
Hari/ Tanggal  : Selasa/24 September  
1. Apakah Bapak pemilik dari usaha cilok “komunitas berbagi” ? 
Iya, benar saya pemilik usaha cilok “komunitas berbagi” 
2. Apakah Bapak bekerjasama dengan orang lain dalam menjalankan usaha 
cilok ? 
Iya, karena alhamdulilah pada awalnya ada tiga gerobak cilok yang 
tersisa saya mencoba memasang iklan di facebook untuk mencari mitra 
kerja yang mau menjualkan cilok dan ternyata banyak yang datang 
kerumah untuk mau menjadi mitra menjajakan cilok, dan sampai sekarang 
sudah ada 12 gerobak cilok beserta 12 penjualnya juga. 
3. Langkah apa saja yang dilakukan dalam mencari mitra kerja yang baik 
atau apakah ada syarat khusus untuk menjadi mitra kerja sebagai penjual 
cilok disini ? 
  
 
Saya cuma memasang status difacebook untuk mencari mitra kerja dan 
yang lain kadang dari ajakan teman yang sudah bekerja disini. Disini 
tidak ada syarat yang khusus melainkan hanya yang terpenting jika sudah 
setuju menjadi penjual cilok harus bertanggung jawab dengan 
pekerjaanya, soalnya disini juga menyediakan tempat tidur bagi yang 
rumahnya jauh atau anak perntauan yang sedang kuliah dan juga minum 
gratis. 
4. Bagaimana proses transaksi akadnya , apakah ada perjanjian tertulis? 
Pada awal mulanya para penjual datang kerumah dan meminta izin untuk 
menjadi mitra kerja atau sebagai penjual cilok ini dan saya mulai 
menjelaskan bahwa disini sistem kerjanya nanti bagi hasil yaitu 60% 
untuk saya dan 40% untuk penjual di setiap harinya. Disini juga saya 
jelaskan menyediakan tempet tidur gratis untuk yang rumahnya jauh dan 
juga minum gratis tadi, modal awal seluruhnya dari saya, mereka hanya 
bertugas berkeliling  menjualkanya saja. Disini tidak saya tulis dalam 
perjanjian hanya kesepakatan bersama saja setelah saya jelaskan 
mengenai bagi hasilnya.   
5. Pembagian hasilnya dari keuntungan bersih atau bagaimana pak ? 
Karena semua modal dari sini penjual hanya menjualkanya saja dan  
disini disediakan tempat tidur, minum gratis jadi saya tentukan 60% itu 
dari seberapa banyak penjual akan mengambil ciloknya. Jadi di pagi hari 
biasanya sudah saya siapkan di wadah plastik setiap plastiknya ada 100 
  
 
cilok atau seharga 50 ribu. Tergantung penjual mau ambil berapa. 
Biasanya pada ambil 6 plastik seharga 300 ribu. Tetapi juga ada yang 
ambil sampai 10 plastik 
6. Bagaimana jika tidak laku semuanya , apakah penjual harus tetap setor 
sebesar 60% ? 
Disini tidak mengharuskan setor, bisa dicicil seadanya dulu kekuranganya 
ditutup besok, karena cilok bisa dijual kembali besok. Disini menyediakan 
tempat penyimpnan cilok supaya lebih awet beberapa hari. 
7. Biasanya dimuali pukul berapa para penjual mengambil cilok ? 
Ada yang pagi ada yang sore dan ada juga yang mulai mengabil malam 
hari. Disini tidak ada batasan maupun paksaan untuk harus menjualkan 
ciloknya diwaktu apa. Tergantung para penjualnya saja mau ambil kapan.   
8. Ada berapa total pekerja yang bekerjasama disini ? 
Sudah ada 12 orang , jika ada yang mau menjadi mitra lagi bisa langsung 
dibuatkan gerobak untuk menjualkanya. 
9. Apakah dalam mencari mitra kerja harus memiliki keahlian khusus dalam 
bidang layanan ? 
Tidak, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
10. Berapa harga cilok biasanya ? 
  
 
Harganya seperti pada umumnya 500 rupiah perbiji. 
11. Berapa lama untuk cilok bisa bertahan dalam sekali pembuatan ? 
Kalau disimpan dipenyimpanan frizer bisa 3 hari. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 2 : 
HASIL WAWANCAA DENGAN MUDHARIB / PENJUAL CILOK 
“KOMUNITAS BERBAGI” 
Nama   : Sukadi dan Dayat 
Jabatan  : Mudharib/ penjual cilok 
Hari/Tanggal  : Rabu/ 25 September 2019  
1. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai penjual cilok “Komunitas 
Berbagi” ? 
Sukadi : saya sudah sekitar 7 Bulan 
Dayat : saya baru 4 bulan 
2. Dimana biasanya Bapak berjualan ? 
Sukadi : Ya, di depan Indomart ini, terkadang juga keliling 
Dayat : saya lebih sering berkeliling 
3. Mulai pukul berapa Bapak mengambil cilok dan menjualnya ? 
Sukadi : saya biasa dari pagi sampai sore mbak 
Dayat : Saya lebih sering sore hari nanti berkeliling di perkampungan ke 
tempat anak-anak pada waktu ngaji di TPA 
  
 
4. Mengapa Bapak mau menjadi mitra di cilok “Komunitas Berbagi” ini ? 
Sukadi : Karena gampang mbak hanya berjualan saja tidak modal apa-
apa. Tapi juga punya tanggungan untuk setor 60% dari berapa banyak 
mengambil cilok tadi, tetapi sudah tidak memikirkan modal. 
Dayat : karena saya merantau sambil kuliah di UNSA itu jadi untuk 
kebutuhan sehari hari lumayan dan juga ada tempat tidur gratisnya.  
5. Mengenai pembagian hasilnya kan berdasarakan bapak mengambil cilok 
diawal tidak berdasarkan penjualan yang di dapat , apakah bapak merasa 
terbebani dengan ini jika cilok yang diambil tidak laku semuanya ? 
Sukadi : Kalau pas habis semuanya tidak ada masalah mbak soalnya tidak 
mengeluarkan modal apapun hanya menjualkanya saja tetapi jika pada 
saat cilok tidak habis ke esokan harinya harus bisa menjualkan yang sisa 
kemarin dulu supaya bisa membayar kekurangan setoran yang kemarin. 
Dayat : kendala lainya pada saat cilok tidak habis, pada saat ada 
campuran cilok kemarin yang harus dijualkan kembali karena tidak laku. 
Cilok kemarin mempengaruhi harus dijual terlebih dahulu dan membuat 
cilok yang baru menjadi lama terjualnya sehingga menjadi kering dan 
juga mengeras. Dan apabila gas, saus, plastik dan juga tusuk cilok habis 
pada saat dijalan maka kami sendirilah yang harus mengisi ulanganya. Ini 
terkadang yang menjadi beban apabila cilok tidak bisa habis semuanya. 
Kualitas cilok yang sampai ke konsumen juga akan berkurang 
dikarenakan jika sisa cilok kemarin terlalu banyak. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 3: FOTO 
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